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Abstrak
Berkembangnya teknologi pelaksanaan E-Commerce dimana Gojek sebagai 
Aplikasi Penyedia Jasa Pengantaran Makanan melalui mitranya yaitu 
driver kerap timbul permasalahan yang hadir berkaitan dengan pembatalan 
pesanan makanan oleh konsumen dalam metode pembayaran Cash On 
Delivery (COD) dalam transaksi E-commerce. Penelitian ini berisikan rumusan 
masalah berkenaan dengan perlindungan hukum bagi driver gojek terhadap 
pembatalan pesanan makanan oleh konsumen dengan metode pembayaran 
cash on delivery penyelesaian sengketa driver gojek terhadap pembatalan 
pemesanan makanan oleh konsumen dengan metode pembayaran Cash On 
Delivery (COD). Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum driver 
Gojek terhadap dibatalkannya pesanan makanan oleh konsumen dengan 
metode pembayaran Cash On Delivery yang mana pesanan makanan telah 
masuk kepada merchant, maka pembayaran ke restoran akan dipotong dari 
saldo gojek atau pembayaran secara tunai langsung oleh driver ke merchant. 
maka disitulah titik akhir dari batas pembatalan pesanan oleh konsumen 
yang apabila dilakukan maka akan mengakibatkan terjadinya wanprestasi 
dan berlakulah Pasal 1243 KUHPerdata. Sehingga untuk melindungi hak 
driver atas pembatalan pesanan makanan oleh konsumen dengan metode 
pembayaran cash on delivery dan berdasarkan pasal tersebut di atas maka 
driver dapat melakukan gugatan perdata terhadap konsumen yang telah 
melakukan wanprestasi.

Abstract
The development of technology for implementing E-Commerce where Gojek as a 
Food Delivery Service Provider Application through its partners, namely drivers, 
problems often arise related to canceling food orders by consumers in the Cash On 
Delivery (COD) payment method in E-commerce transactions. This study contains 
a formulation of the problem regarding legal protection for gojek drivers against 
canceling food orders by consumers with the cash on delivery payment method. Based 
on the results of research on the legal protection of Gojek drivers against canceling food 
orders by consumers with the Cash On Delivery payment method where food orders 
have entered the merchant, payments to restaurants will be deducted from the Gojek 
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1.	 Latar belakang
Cyber law secara internasional dipergunakan 

untuk istilah hukum yang terkait dengan 
pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik. 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 
merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban 
yang harus diemban oleh negara untuk memberikan 
perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
di dalam negeri agar terlindungi dengan baik 
dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan 
teknologi. Proses globalisasi memiliki pengaruh 
langsung dalam meningkatnya pergerakan atau 
perpindahan masyarakat dari satu tempat ke 
tempat yang lain dan terjadi dalam waktu yang 
cepat (Sukmayanti, 2022). 

Layanan driver berhasil menawarkan 
berbagai keunggulan dibandingkan angkutan 
umum lain yang tersedia. Hingga saat ini telah 
banyak yang menawarkan jasa angkutan umum 
yang menggunakan kendaraan sepeda motor 
(ojek) dengan berbasis online atau aplikasi 
seperti Gojek, Grab Bike, Maxim bike, Uber dan 
masih banyak lainnya. Pada transportasi online, 
konsumen hanya bisa memesan melalui aplikasi 
yang telah ditentukan di gadget atau smartphone 
konsumen. Dikarenakan pemesanannya secara 
online, oleh karena itu pengaturannya tidak lepas 
dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 
1 angka 7 menyatakan “kontrak elektronik adalah 

perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem 
elektronik”. Berkaitan dengan kontrak elektronik 
lebih lanjut mengacu kepada hukum perikatan 
sebagaimana diatur dalam ranah keperdataan 
yang pengaturannya termasuk didalam syarat sah 
perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata (Triana, 2022). 

Pertumbuhan layanan driver semakin pesat, 
yang awalnya hanya berpotensi di Daerah Khusus 
Ibukota (DKI) Jakarta, saat ini mulai merambah ke 
kota-kota besar di luar Jakarta seperti salah satunya 
adalah Kota Malang. Kota Malang telah menjadi 
tempat untuk perluasan pasar bagi layanan ojek 
atau driver seperti Gojek. Keberadaan driver (Gojek) 
dilihat sangat menguntungkan karena membantu 
masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap 
keterbatasan kendaraan angkutan umum dan 
juga membantu dalam pengiriman barang dan 
makanan secara efektif, namun di samping 
itu juga driver memiliki kekurangan karena 
keberadaan driver motor dianggap bermasalah 
dalam hal legalitas, karena secara normatif belum 
ada peraturan hukum yang mengatur driver 
secara jelas. Sehingga jika terjadi suatu hal yang 
menyebabkan kerugian bagi pengemudi maupun 
penumpang atau konsumen maka tidak adanya 
perlindungan hukum ataupun perlindungan 
keselamatan bagi pengemudi maupun bagi 
penumpang atau konsumen. 

Hubungan Gojek dan driver merupakan 
hubungan kemitraan atau kerjasama dengan 
menggunakan aplikasi yang disediakan oleh 
pihak gojek. Aplikasi Gojek terdapat berbagai 
macam layanan antara lain mengirim barang 

balance or payments in cash directly by drivers to merchants. then that is where the 
end point of the limit for canceling orders by consumers which, if done, will result in 
default and Article 1243 of the Civil Code applies. So to protect the rights of drivers 
for canceling food orders by consumers with the cash on delivery payment method and 
based on the article above, drivers can file civil lawsuits against consumers who have 
defaulted.
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(Go-Send), antar-jemput penumpang (Go-Bike atau 
Go-Car), dan mengantarkan makanan (Go- Food). 
Penulisan ini lebih memfokuskan pada layanan 
mengantarkan makanan (Go-Food) yang dimana 
para konsumen akan memesan makanan melalui 
aplikasi Gojek, selanjutnya konsumen memilih 
makanan apa yang tersedia dalam layanan Go-Food 
tersebut, setelah konsumen memilih makanannya 
maka secara otomatis akan muncul bukti transaksi 
antara konsumen dengan driver didalam aplikasi 
tersebut, proses pembayaran pengiriman makanan 
(GoFood) ini terdapat 2 (dua) cara yakni pertama, 
dengan cara Cash On Delivery (COD) yang mana 
metode pembayaran konsumen bisa membayar 
pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di 
tujuan. Kedua dengan cara pembayaran elektronik 
(uang digital) yang mana konsumen mempunyai 
saldo dalam aplikasi Gojek tersebut sehingga 
secara otomatis pembayaran tersebut langsung di 
potongkan dari saldo yang ada dalam aplikasi. 

Pelayanan Go-Food pada sistem COD sering 
terjadi banyak masalah dimana konsumen 
yang sudah memesan makanan dalam sistem 
pembayaran di tempat (COD) sering tiba-
tiba membatalkan pesanannya tanpa alasan 
sehingga mengakibatkan kerugian driver Go-
Food yang memesan dengan sistem pembayaran 
COD. Akibatnya hal-hal tersebut sangatlah 
merugikan mitra driver yang sudah membayar 
atau mendahulukan biaya tagihan makanan yang 
telah dipesan sebelumnya oleh pihak konsumen 
dan menjadikan pihak driver rugi dari segi biaya 
tagihan yang telah didahulukan sebelumnya. 
Layanan pengantaran makanan merupakan 
masalah yang sering dialami oleh mitra driver 
gojek yaitu konsumen yang ingkar janji atas 
pemesanan atas pembatalan pesanan merugikan 
driver gojek. 

2.	 Metode 
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis 

normatif yang merupakan suatu penelitian yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder seperti peraturan perundang-
undangan, teori hukum dan pendapat para 
sarjana hukum terkemuka. Dengan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan konseptual 
(Susanti, 2014). 

3.	 Hasil dan Pembahasan
3.1	 Perlindungan Hukum Driver Go-Food 

Terhadap Pembatalan Pesanan Oleh 
Konsumen Dengan Metode COD (Cash On 
Delivery)
Perlindungan hukum bagi driver dalam hal 

pembatalan pesanan makanan oleh konsumen 
diupayakan penyelesaiannya untuk memberikan 
perlindungannya. Dalam hal ini, dimana driver 
Gojek menerima pesanan oleh konsumen namun 
pesanan yang akan diantarkan dibatalkan oleh 
konsumen tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 
kepada driver. Padahal pada saat konsumen 
melakukan pemesanan di aplikasi maka 
secara langsung konsumen telah melakukan 
kesepakatan pada layanan pemesanan makanan 
yang kemudian disetujui oleh driver karena dalam 
melakukan pemesanan makanan (Gofood) dengan 
metode pembayaran Cash On Delivery atau tunai 
terdapat proses yang harus dilakukan agar 
terjadinya pemesanan tersebut (Saputra, 2020). 

Kehadiran Go-Jek, Grab, Uber, dan 
sejenisnya baik roda dua dan roda empat yang 
berbasis aplikasi online disambut suka cita oleh 
masyarakat, karena selain mudah memesan dan 
praktis berada digenggamannya. Selain itu, dari 
segi keamanan, identitas pengemudinya mudah 
dipertanggungjawabkan, yang lebih menarik 
ongkos biayanya lebih murah dibandingkan 
dengan sewa moda transportasi konvensional 
lainnya. Perjanjian transportasi online seperti 
perjanjian gojek, grab, uber, dan sebagainya 
merupakan perjanjian jenis baru modern karena 
perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdata dan 
diciptakan oleh dunia modern melalui kemajuan 
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teknologi informasi dan komunikasi (Lestari, 
2022). 

Proses singkat pemesanan makanan melalui 
aplikasi Go-Food yakni Konsumen membuka 
Penyedia Layanan Aplikasi Gojek dan selanjutnya 
memilih fitur Gofood. Pada fitur Gofood ditampilkan 
sejumlah merchant kerja sama dengan Gojek lalu 
konsumen memilih pesanan yang diinginkan dan 
proses selanjutnya Saat pesanan telah diterima 
merchant maka sistem akan mulai mencarikan 
driver untuk mengantarkan pesanan tersebut 
dimana pembayaran ke restoran akan dipotong 
dari saldo gojek atau pembayaran secara tunai 
langsung oleh driver ke merchant. Selanjutnya 
driver yang menerima pesanan tersebut akan 
mengantarkan pesanan ke alamat sebagaimana 
tertera dan setelah diantarkan maka konsumen 
harus membayar biaya sebagaimana kesepakatan 
di dalam aplikasi Gojek. Pada proses ini sangatlah 
rawan sebab dimana para konsumen yang 
menggunakan metode pembayaran cash on delivery 
yang mana walaupun tidak diberikan kesempatan 
untuk melakukan pembatalan pesanan namun 
konsumen masih dapat melakukan order fiktif 
dengan mengelak untuk melakukan pembayaran 
dengan menutup aplikasi ataupun mematikan 
selular sehingga sulit untuk dihubungi kembali 
oleh driver sehingga driver gofood mengalami 
kerugian. 

Termuat dalam pasal 1458 KUHPerdata 
yang menyebutkan; “Jual beli dianggap telah 
terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah 
orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang 
barang tersebut beserta harganya, meskipun 
barang itu belum diserahkan dan harganya 
belum dibayar”. Selain itu perlu dilihat dalam 
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ITE yang 
menyebutkan:“Transaksi Elektronik yang 
dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat 
para pihak”. Hingga walaupun perjanjian 
menggunakan media elektronik atau online 
namun tetap mengikat kepada para pihak yaitu 
driver dan konsumen sebagaimana asas dalam 

hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak 
dimana para pihak bebas untuk melakukan 
perjanjian sebagaimana yang disepakati para 
pihak (Sopaheluwakan, 2021). 

Bahwa dalam proses pemesanan makanan 
melalui Gofood dengan metode pembayaran cash 
on delivery antara para pihak telah bersepakat 
menggunakan Aplikasi Gojek untuk pemesanan 
online sebagaimana di maksud dalam Pasal 
19 Undang-Undang ITE yaitu “Para pihak 
yang melakukan transaksi elektronik harus 
menggunakan sistem elektronik yang disepakati. 
Sehingga atas dasar itu antara konsumen dan driver 
telah bersepakat saling mengikatkan dirinya atas 
perjanjian pembelian makanan melalui aplikasi 
gojek ini dimana driver melakukan pemesanan dan 
pengantaran kepada konsumen dan konsumen 
memberikan pembayaran sebagaimana biaya 
yang telah tertera di Aplikasi Gojek. Sehubungan 
dengan itu berkorelasi dengan asas dalam 
transaksi elektronik yaitu asas itikad baik dimana 
para pihak dalam melakukan transaksi elektronik 
antara driver dan konsumen tidak bertujuan 
untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakibatkan kerugian bagi salah satu 
pihak tanpa sepengetahuan salah satu pihak 
tersebut (M., Halim, 2018). 

Sebelum melaksanakan perjanjian kemitraan, 
PT Gojek Indonesia telah menetapkan perjanjian 
secara sepihak, driver harus melakukan perjanjian 
sebagai mitra, dan mitra hanya dapat memilih 
untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. 
Sehingga akibat dari perjanjian ini tidak ada timbal 
balik dan tidak seimbangnya kedudukan antara 
PT Gojek Indonesia dengan driver. Hal ini akan 
menjadi masalah antara PT Gojek Indonesia dan 
driver untuk memastikan perlindungan hukum 
manakah yang sesuai bagi kedua pihak khususnya 
driver, bahwa sebenarnya dalam perlindungan 
driver Gojek belum ada perundang-undangan 
atau peraturan secara khusus yang membahas 
tentang masalah pengemudi driver dari segala 
aspek, sehingga driver gojek yang dalam fakta di 
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lapangan sering menemukan pembatalan pesanan 
makanan oleh beberapa konsumen yang tidak 
memiliki Itikad baik dengan melakukan order 
secara fiktif. 

Perlindungan hukum terhadap pengemudi 
Gojek sebagai mitra dari Gojek masih kurang 
optimal karena dalam perjanjian kemitraan 
antara Gojek dan Driver hanya memuat hak-
hak yang dimiliki Gojek dan belum mengatur 
mengenai kewajiban-kewajiban pihak Gojek 
yang mencantumkan klausula eksonerasi 
dalam perjanjian kemitraan yang dituangkan 
dalam kontrak elektronik yang mana klausula 
eksonerasi ini dilarang untuk dicantumkan 
dalam sebuah perjanjian karena kalusul tersebut 
memuat ketentuan yang menyatakan pembebasan 
tanggung jawab Gojek terhadap driver atas 
kerugian dan hak untuk menuntut perusahaan 
karena hubungan kemitraan kepada perusahaan. 

Bahwa perjanjian kemitraan yang berbentuk 
baku antara Gojek dan Driver menunjukan bahwa 
model perjanjian tersebut berpotensi mengandung 
cacat kehendak yakni penyalahgunaan keadaan, 
cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang 
dan tidak adil. Dengan demikian, pihak yang lemah 
daya tawarnya hanya sekedar menerima segala 
isi perjanjian dengan terpaksa (taken for granted) 
sebab apabila mencoba melakukan penawaran 
dengan alternatif lain kemungkinan besar akan 
menerima konsekuensi kehilangan apa yang 
dibutuhkan. Sehingga dalam perjanjian kemitraan 
ini antara Gojek sebagai pihak yang mempunyai 
daya tawar kuat sedangkan driver sebagai pihak 
yang mempunyai daya tawar lemah sehingga 
jika konsumen melakukan wanprestasi dengan 
membatalkan pesanan pihak driver dalam posisi 
yang lemah untuk meminta ganti kerugian.

Dalam hal wanprestasi ini maka berlakulah 
Pasal 243 KUHPerdata yaitu “Penggantian biaya, 
kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya 
suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, 
walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk 
memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang 

harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat 
diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang 
melampaui waktu yang telah ditentukan”. Seingga 
untuk melindungi hak driver atas pembatalan 
pesanan makanan oleh konsumen dengan metode 
pembayaran cash on delivery dan berdasarkan pasal 
tersebut di atas maka driver dapat melakukan 
gugatan perdata terhadap konsumen yang telah 
melakukan wanprestasi (Renandani, 2020). 

Penyelesaian sengketa merupakan unsur 
penting yang diatur dalam suatu perjanjian, 
termasuk juga dalam perjanjian elektronik. Pasal 
38 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap 
orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak 
yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/
atau menggunakan teknologi informasi yang 
menimbulkan kerugian. Gojek telah dijelaskan 
dalam perjanjian kemitraanya bahwa setiap dan 
semua sengketa yang timbul dari penggunaan 
layanan aplikasi gojek. Perlindungan hukum 
berupaya memberikan perlindungan kepada 
pihak yang mengalami kerugian. Di dalam 
Undang-Undang Perlindungan Kosumen melihat 
kepada Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa 
“Pelaku usaha berhak mendapatkan pembayaran 
yang sesuai dengan mengenai kondisi dan nilai 
tukar jasa yang diperdagangkan”. Artinya driver 
berhak menuntut pembayaran atas jasanya kepada 
konsumen. Ketentuan di dalam Undang-Undang 
Perlindungan konsumen juga telah mengatur 
kewajiban konsumen yang tercantum pada Pasal 
5 hurub b dan c menyatakan bahwa “konsumen 
beritikad baik dalam melakukan transaksi 
pembelian barang atau jasa dan membayar sesuai 
dengan nilai tukar yang disepakati”. Sehingga 
saat konsumen membatalkan pesanannya maka 
konsumen telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) 
KUHPerdata yang mengatur bahwa perjanjian 
harus dilaksanakan dengan itikad baik dan 
melanggar juga Pasal 5 huruf b Undang Undang 
Perlindungan konsumen yang mana dalam 
klausula tersebut konsumen wajib melakukan 
transaksi pembayaran (Fillaili, 2019). 
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Pada dasarnya terdapat upaya hukum 
yang dapat dilakukan driver untuk memintakan 
ganti kerugian kepada konsumen terkait apabila 
terjadinya pembatalan perjanjian pemesanan 
makanan yang dilakukan sepihak oleh konsumen. 
Menurut Pasal 1243 KUHPerdata penyelesaian 
hukum yang dapat digunakan terhadap pihak 
yang melakukan wanprestasi termasuk dalam 
pembatalan pesanan makanan melalui aplikasi 
yaitu “Penggantian biaya, kerugian dan bunga 
karena tidak dipenuhinya suatu perikatan 
mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah 
dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi 
perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus 
diberikan atau dilakukannya hanya dapat 
diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang 
melampaui waktu yang telah ditentukan”. 

Ketentuan itu dapat dilihat berdasarkan 
Pasal 1517 KUHPerdata yang memuat bahwa jika 
si pembeli tidak membayar harga pembelian si 
penjual dapat menuntut pembatalan pembelian 
dan dipertegas dalam Pasal 1267 KUHPerdata 
yaitu: “Pihak yang terhadapnya perikatan 
tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak 
yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika 
hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut 
pembatalan persetujuan dengan penggantian 
biaya, kerugian dan bunga”. Selain dari pada 
itu apabila pembatalan memang dikarenakan 
kesalahan konsumen (sebagai pengguna jasa 
layanan aplikasi) maka akibat hukum ganti 
kerugian dapat dibebankan kepada konsumen. 
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) 
Undang-Undang ITE yang menyebutkan: “Jika 
kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal 
beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian 
pihak pengguna jasa layanan, segala akibat 
hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa 
layanan”(Sonhaji, 2018). 

Bahwa akibat dari tidak adanya implikasi 
hukum secara tegas disebutkan terhadap 
konsumen yang membatalkan pesanan makanan 
melalui aplikasi gojek, hal ini karena dalam 

perjanjian antara driver kepada konsumen melalui 
aplikasi tersebut belum ada regulasi secara tegas 
mengatur untuk dapatnya konsumen dikenai 
pertanggung jawaban hukum atas perbuatan 
pembatalan pesanan makanan tersebut. Begitu 
pula dalam klausula baku pada perjanjian 
kemitraan antara driver dengan Gojek tidak ada 
ketentuan mengenai pertanggungjawaban yang 
dibebankan kepada konsumen maupun pihak 
Gojek terhadap kelalaian atau kesalahan yang 
datangnya dari konsumen. Namun terdapat solusi 
untuk menghindari kerugian driver yaitu dengan 
cara melakukan pelaporan kepada platform aplikasi 
Gojek bahwa terjadi pembatalan pesanan oleh 
konsumen yang akhirnya driver dapat menerima 
pengembalian uang sesuai dengan uang yang 
telah dikeluarkan untuk membeli makanan 
tersebut (Taklima, 2019). 

Berkaitan dengan penyelesaian hukum yang 
dapat dilakukan apabila terjadinya wanprestasi 
oleh salah satu pihak dalam perjanjian pembelian 
makanan melalui aplikasi Gojek. Akibat 
wanprestasi tersebut memberikan hak kepada 
pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. 
Dalam hal demikian, pembatalan harus 
dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga 
harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai 
tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan 
dalam perjanjian. Jika syarat itu dinyatakan 
dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan 
atas permintaan si tergugat untuk memberikan 
suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi 
kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh 
lebih dari 1 bulan sebagaimana termuat dalam 
Pasal 1266 KUHPerdata serta pembatalan 
perjanjian dikarenakan wanprestasi melalui 
pengajuan kepada hakim sebagaimana disebutkan 
di atas juga sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) 
UU ITE, dikarenakan dalam hal ini transaksi 
penjualan makanan melalui aplikasi Gojek ini, 
untuk itu pasal tersebut menjelaskan: “Setiap 
orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak 
yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/
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atau menggunakan teknologi informasi yang 
menimbulkan kerugian”(Fuad, 2018). 

Akibat dari wanprestasi itu dapat dikenakan 
sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, 
peralihan risiko maupun membayar biaya perkara. 
Berkaitan dengan perlindungan hukum driver 
gojek terhadap pembatalan pesanan makanan 
oleh konsumen dengan metode pembayaran cash 
on delivery sehingga secara hukum, saat konsumen 
wanprestasi atas gagalnya pembayaran karena 
orderan fiktif hingga membuat ruginya driver maka 
berdasarkan pasal ini konsumen telah melakukan 
wanprestasi yang menjadi syarat batal dalam 
perjanjian pemesanan makanan yang dilakukan 
sehingga driver dapat menuntut pembatalan 
perjanjian tersebut melalui pengadilan 

4.	 Simpulan
Perlindungan Hukum driver Gojek terhadap 

dibatalkannya pesanan makanan oleh konsumen 
dengan metode pembayaran cash on delivery yang 
mana pesanan makanan telah masuk kepada 
merchant yang akan menemukan driver untuk 
mengantarkan pesanan tersebut dan pembayaran 
ke restoran akan dipotong dari saldo gojek atau 
pembayaran secara tunai langsung oleh driver 
ke merchant maka disitulah titik akhir dari batas 
pembatalan pesanan oleh konsumen yang 
apabila dilakukan maka akan mengakibatkan 
terjadinya wanprestasi dan berlakulah Pasal 1243 
KUHPerdata. Sehingga untuk melindungi hak 
driver atas pembatalan pesanan makanan oleh 
konsumen dengan metode pembayaran cash on 
delivery dan berdasarkan pasal tersebut di atas 
maka driver dapat melakukan gugatan perdata 
terhadap konsumen yang telah melakukan 
wanprestasi. 

Penyelesaian sengketa driver Gojek terhadap 
pembatalan pesanan makanan oleh konsumen 
dengan metode pembayaran cash on delivery dalam 
transaksi e-commerce hanyalah antara pemesan dan 
driver, sedangkan perusahaan Gojek tidak termasuk 

sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa yang 
bertanggungjawab atas pembatalan pesanan 
makanan yang dilakukan adalah konsumen sebab 
yang melakukan wanprestasi. Jadi, konsumen 
lah yang harus bertanggung jawab kepada pihak 
driver dan gojek atas kerugian yang ditimbulkan. 
Sehingga driver berhak untuk menuntut konsumen 
untuk mengganti kerugian sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan dalam hal 
diselesaikannya melalui litigasi maka mengacu 
kepada Pasal 38 ayat (1) UU ITE dan Pasal 1267 
KUHPerdata.
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